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BERITA DAERAH 

KABUPATEN BANDUNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMOR 3 TAHUN 2010 

 

 

PERATURAN BUPATI BANDUNG 

 

NOMOR 3 TAHUN 2010 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2010  

TENTANG PENYEDIAAN BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN  

BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB UNTUK KEPENTINGAN PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2010 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BANDUNG, 

 
Menimbang : a. bahwa belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat 

wajib telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati 
Bandung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyediaan Belanja 
Yang Bersifat Mengikat Dan Belanja Yang Bersifat Wajib Untuk 
Kepentingan Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bandung 
Tahun Anggaran 2010; 
 

  b. bahwa sehubungan dengan belum terakomodirnya jenis-jenis 
kegiatan baik pada belanja yang bersifat mengikat maupun pada 
belanja yang bersifat wajib serta adanya usulan SKPD terkait 
yang mengajukan jenis-jenis kegiatan dimaksud, maka 
ketentuan sebagaiamana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau 
kembali dan disesuaikan; 
 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung 
Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyediaan Belanja Yang Bersifat 
Mengikat Dan Belanja Yang Bersifat Wajib Untuk Kepentingan 
Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 
Anggaran 2010; 

 
Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta Dan Kabupaten Subang 
dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2851); 
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  2. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan 

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 
Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas 
Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi 
Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3569); 
 

  3. Undang–Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan 
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang 
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 
 

  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, 
Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 
 

  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
 

  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indunesia  
Nomor 4355); 
 

  7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 
 

  8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
 

  9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
 

  10. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir 
Dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 
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  11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

  12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 
 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4540); 
 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Republik Indonesia Nomor 4502); 
 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4503); 
 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 
 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576); 
 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4577); 
 

  19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 
 

  20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 
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  21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 
Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4855); 
 

  22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan 
Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 
 

  23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 
 

  24. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 
 

  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 
Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 
 

  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 
 

  27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 
tentang Transparansi Dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan 
Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D); 
 

  28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2); 
 

  29. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2007 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 3); 
 

  30. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17); 
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  31. Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2010 tentang 

Penyediaan Belanja Yang Bersifat Mengikat Dan Belanja Yang 
Bersifat Wajib Untuk Kepentingan Penyelenggaraan Pemerintah 
Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2010. 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 1 TAHUN 2010 

TENTANG PENYEDIAAN BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT 

DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB UNTUK KEPENTINGAN 

PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG 

TAHUN ANGGARAN 2010. 

 
 

Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2010 tentang 
Penyediaan Belanja Yang Bersifat Mengikat Dan Belanja Yang Bersifat Wajib Untuk 
Kepentingan Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2010 
(Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 1) yang ditetapkan pada tanggal 
18 Januari 2010, diubah sebagai berikut: 

 
1. Ketentuan Bab II, Belanja Yang Bersifat Mengikat Dan Belanja Yang Bersifat Wajib, 

Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut : 
 
 

BAB II 

BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB 

 
Pasal 2 

 
(1) Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus 

menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang 
cukup untuk keperluan setiap bulan tahun anggaran yang bersangkutan, 
diantaranya untuk belanja gaji, tunjangan tambahan penghasilan, perjalanan 
dinas, pemeliharaan rutin kantor, pemeliharaan kendaraan dinas, sewa gedung 
kantor, bahan bakar, cetakan, ATK, makan minum dan biaya lembur untuk 
keperluan kantor sehari-hari, gaji pegawai kontrak serta upah pungut Pajak 
Daerah tahun sebelumnya dan program pemerintah pusat atau provinsi yang 
harus dilaksanakan dan penyelenggaraan pemerintahan lainnya, yang dibebankan 
kepada belanja langsung maupun belanja tidak langsung. 
 

(2) Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan 
pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat, antara lain Bidang 
Pendidikan untuk kebutuhan sarana dan prasarana sekolah, Bidang Kesehatan 
untuk kepentingan pelayanan kesehatan kepada masyarakat atau untuk 
kepentingan pendanaan Rumah Sakit, Puskesmas dan melaksanakan kewajiban 
kepada pihak ketiga (utang/kewajiban daerah), alokasi dana perimbangan desa 
dan pemilihan kepala desa serta untuk kepentingan bencana, yang dibebankan 
kepada belanja langsung maupun belanja tidak langsung. 
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2. Ketentuan Bab III, Ketentuan Penutup, Pasal 6 ditambah menjadi sebagai berikut: 

 
Pasal 6a 

 
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan lain sebagaimana 
dimaksud pada Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyediaan 
Belanja Yang Bersifat Mengikat Dan Belanja Yang Bersifat Wajib Untuk Kepentingan 
Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2010, dinyatakan 
masih tetap berlaku. 

 

 

Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung. 
 
 
 
 Ditetapkan di Soreang 
 pada tanggal 15 Februari 2010 
  
 BUPATI BANDUNG 

  

  

 ttd 

  

  

 OBAR SOBARNA 

  
  
Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 15 Februari 2010 
 

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BANDUNG 

 

  
  

ttd  
  
  

SOFIAN NATAPRAWIRA  
  

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2010 NOMOR 3 
 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 

 

 

 

DADE RESNA, SH 

PEMBINA 

NIP. 19621121 199202 1 002 

 


